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. ﬁ 5 TAHUN 2024
TENTANG Sy
SNDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN 2025

T TUHAN YANG MAHA ESA
DESA BANJAREJO,

n Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
olaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
ggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
t Desa;
iggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarejo Tahun
2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
tahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
an, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
dirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
ANg pemerintahan dan pembangunan menuju
akat yang adil, makmur, dan sejahtera;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
n huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
g Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2025;

ndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
sme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
r 3851);
ng-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
nesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
’ J'- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
pa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
3, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa

bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemba.ran,‘ ‘
ublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, ‘Tambahan
‘Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana_g;“ '



mor 5679)’ o
or 30 Tahun 2014 tentang Mminim
ran Negara Republik Indonesia Tahun
l'l‘ambahan Lembaran Negara Republik
5601);

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
an Negara Republik Indonesai Nomor 6757);
tah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a telah diubah beberapa kali terakhir dengan
nerintah  Nomor 11 Tahun 2019 tentang
ua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
n 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
nesia Nomor 6321);

erintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

21, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

lor 6623); ik
fenteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tenta.ng .
knis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik' o
un 2014 Nomor 2091); Fieii)
teri Desa, Pembangunan Daerah erting

tzrl Dalam Negeri Nomor Tah 6
set Desa (Berita Negara Republik Indo
3) sebagaimana telah diubah“ P



- Pembumunan Dnenh gal da:
'l\\hun 2023 tentang Rlne{un ori
sa (Berita Negara Republik Indonesia

)
am Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang
(Berlm Negara Republik Indonesia
553);
| Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus
Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik
025 Nomor 1000);
Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016
. (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
wran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
in 2024 Nomor 1);
srah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020
sutamaan Gender (Lembaran Daerah
uk Tahun 2020 Nomor 3);
Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023
laan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
njuk Tahun 2023 Nomor 1);
ati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang
esa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun

pa.h Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata
an Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten
hun 2016 Nomor 40) ;

upatl Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tenta,ng
Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
omor 50);

Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang
“Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan
upati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang

‘Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11); ,
Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang ,

yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
rita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4), ‘AP

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah o

Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan .




serintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa

Pasal 1

.'v ‘ L u l l
ngan rincian sebagai berikut:
. Rp. 1.820.706.801,35










